
 
 
 

 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 
NOMOR  5   TAHUN  2019 

 
TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN  YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANJUNGPINANG, 

Menimbang :  bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak 

sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), keadaan yang 

menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara 

kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang 

menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya terjadi 

perubahan dalam anggaran tahun berjalan maka perlu 

dilakukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2019 dengan 

Peraturan Daerah; 

Mengingat : 1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 ;  

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang  Pembentukan 

Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4112);  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas             

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 



 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia tahun 2009 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 6322); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006      

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia    

Nomor 4614);  

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5272); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 540); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri  

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

 

 

 

 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG 

dan 

WALIKOTA TANJUNGPINANG 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 

BAB I 

Pasal 1 

 
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 pada Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dengan rincian 

sebagai berikut: 

(1) Pendapatan   

 a. Semula.................................................... Rp 965.385.252.441,00 

 b. Bertambah/(berkurang).......................... Rp   46.851.454.307,70 
  Jumlah Pendapatan Setelah      

  Perubahan.............................................. Rp 1.012.236.706.748,70 

      
(2) Belanja   

 a. Semula.................................................... Rp 975.535.252.441,00 

 b. Bertambah/ (berkurang)......................... Rp   146.985.234.378,73 
  Jumlah Belanja Setelah 

Perubahan.............................................. 

 

Rp 

 

1.122.520.486.819,73 

  Surplus/ (Defisit) setelah 
Perubahan.............................................. 

 
Rp 

            
110.283.780.071,03 

      

(3) Pembiayaan   

 a. Penerimaan   
  1. Semula ........................................... Rp      10.150.000.000,00            

  2.  Bertambah/ (berkurang)................. Rp 100.133.780.071,03 

   Jumlah Penerimaan Setelah 

Perubahan....................................... 

 

Rp. 

     

110.283.780.071,03    
     

 b. Pengeluaran   

  1. Semula ........................................... Rp - 
  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 

   Jumlah Pengeluaran Setelah   

   Perubahan....................................... Rp - 

   Jumlah Pembiayan Netto Setelah   
   Perubahan....................................... Rp - 

   Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran        

   setelah Perubahan .......................... Rp 110.283.780.071,03 
      

      

 

 

 

 



Pasal 2 

 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari: 
 a. Pendapatan Asli Daerah   

  1. Semula............................................ Rp 137.341.663.304,00 

  2. Bertambah / (berkurang) ............... Rp 5.167.390.473,70   

   Jumlah Pendapatan setelah   
   Perubahan....................................... Rp 142.509.053.777,70 

      

 b. Dana Perimbangan   
  1. Semula............................................ Rp 754.508.513.400,00 

  2. Bertambah/ (berkurang)................. Rp 20.488.809.305,00 

   Jumlah Dana Perimbangan setelah   
   Perubahan....................................... Rp 774.997.322.705,00 

      

 c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah   
  Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp 73.535.075.737,00 

  2. Bertambah/ (berkurang)................. Rp 21.195.254.529,00 

   Jumlah  Lain-lain Pendapatan    
   Daerah yang Sah setelah   

   Perubahan....................................... Rp 94.730.330.266,00 

      
      

Pasal 3 
 

(1)  Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud ayat  dalam Pasal 2, ayat   

(1)  huruf a, terdiri dari jenis pendapatan: 

 
 a. Pajak Daerah   

  1. Semula .......................................... Rp 78.451.300.000,00 

  2. Bertambah / (berkurang) .............. Rp   3.272.500.000,00 
   Jumlah Pajak Daerah setelah   

   Perubahan...................................... Rp 81.723.800.000,00 

      

 b. Retribusi Daerah   
  1. Semula............................................ Rp   6.007.650.000,00 

  2. Bertambah / (berkurang) ............... Rp (1.069.000.000,00)    

   Jumlah Pajak Daerah setelah   
   Perubahan....................................... Rp 4.938.650.000,00 

      

 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang   
  Dipisahkan Sejumlah   

  1. Semula .......................................... Rp 4.011.551.159,00 

  2. Bertambah / (berkurang) .............. Rp                    0,00      
   Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan   

   Daerah yang dipisahkan setelah   

   Perubahan....................................... Rp 4.011.551.159,00 

      
 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang   

  Sah Sejumlah   

  1. Semula .......................................... Rp 48.871.162.145,00 
  2. Bertambah / (berkurang) .............. Rp   2.963.890.473,70 

   Jumlah Lain-lain Pendapatan  Asli   

   Daerah   yang   Sah   setelah   
   Perubahan....................................... Rp     51.835.052.618,70 

      

      



(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri  

 Dari Jenis Pendapatan: 

 a. Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil    
  Bukan Pajak   

  1. Semula ........................................... Rp 126.915.519.400,00 

  2. Bertambah / (berkurang) ............... Rp   20.488.809.305,00 

   Jumlah Hasil Dana Bagi Hasil Pajak   
   / Bagi Hasil Bukan Pajak setelah   

   Perubahan....................................... Rp 147.404.328.705,00 

      
 b. Dana Alokasi Umum   

  1. Semula ........................................... Rp 489.649.068.000,00 

  2. Bertambah / (berkurang) ................ Rp                        0,00      
   Jumlah Dana Alokasi Umum   

   Setelah Perubahan........................... Rp 489.649.068.000,00 

      
 c. Dana Alokasi Khusus   

  1. Semula............................................ Rp 97.108.351.000,00 

  2. Bertambah/ (berkurang)................. Rp                        0,00 

   Jumlah Dana Alokasi Khusus   
   Setelah Perubahan.......................... Rp 97.108.351.000,00 

      

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat  
(1) huruf c, terdiri dari jenis Pendapatan: 

 

 a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan   
  Pemerintah Daerah Lainnya   

  1. Semula ........................................... Rp 48.467.282.737,00 

  2. Bertambah / (berkurang) ............... Rp 20.545.254.529,00 
   Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari   

   Provinsi dan Pemerintah Daerah   

   Lainnya setelah Perubahan.............. Rp 69.012.537.266,00 

     
 b. Dana Bagi Penyesuaian dan Otonomi   

  Khusus   

  1. Semula .......................................... Rp - 
  2. Bertambah / (berkurang) ............... Rp - 

   Jumlah   Dana   Bagi   Penyesuaian       

   dan   Otonomi   Khusus    Setelah   
   Perubahan ...................................... Rp - 

      

 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau   
  Pemerintah Daerah Lainnya   

  1. Semula .......................................... Rp - 

  2. Bertambah / (berkurang) .............. Rp - 
   Jumlah Bantuan Keuangan dari   

   Provinsi atau Pemerintah Daerah   

   Lainnya Setelah Perubahan ........... Rp - 

      
      

Pasal 4 
 
(1)   Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

 

 a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah   

  1. Semula .......................................... Rp 395.109.921.280,00 
  2. Bertambah / (berkurang) .............. Rp   43.631.981.620,17 

   Jumlah Belanja Tidak Langsung   

   Setelah Perubahn .......................... Rp 438.741.902.900,17 



 b. Belanja Langsung Sejumlah   

  1. Semula .......................................... Rp 580.425.331.161,00 

  2. Bertambah / (berkurang) .............. Rp   103.353.252.758,56 
   Jumlah Belanja Langsung Setelah   

   Perubahan...................................... Rp 683.778.583.919,56 

      

(2) Belanja Tidak  Langsung  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  huruf  a, 
 Terdiri dari Jenis Belanja: 

 a. Belanja Pegawai Sejumlah   

  1. Semula .......................................... Rp 380.950.404.480,00 
  2. Bertambah / (berkurang) .............. Rp   44.580.526.004,17 

   Jumlah Belanja Pegawai Setelah   

   Perubahan .................................... Rp 425.530.930.484,17 
      

 b. Belanja Subsidi Sejumlah   

  1. Semula........................................... Rp - 
  2. Bertambah / (berkurang) …........... Rp - 

   Jumlah Belanja Subsidi Setelah   

   Perubahan ..................................... Rp - 

      
 c. Belanja Hibah Sejumlah   

  1. Semula .......................................... Rp 8.050.000.000,00 

  2. Bertambah / (berkurang) .............. Rp                     0,00          
   Jumlah Belanja Hibah Setelah     

   Perubahan .................................... Rp 8.050.000.000,00 

      
 d. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah   

  1. Semula .......................................... Rp - 

  2. Bertambah / (berkurang) …........... Rp - 
   Jumlah Belanja Bantuan Sosial   

   Setelah Perubahan ........................ Rp - 

      

 e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada   
  Provinsi / Kabupaten / Kota dan   

  Pemerintah Desa Sejumlah   

  1. Semula .......................................... Rp 1.109.516.800,00 
  2. Bertambah / (berkurang) .............. Rp 51.455.616,00 

   Jumlah Belanja Bantuan Keuangan   

   Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota   
   dan Pemerintah Desa Setelah   

   Perubahan ..................................... Rp 1.160.972.416,00 

      
 f. Belanja Tidak Terduga Sejumlah   

  1. Semula ........................................... Rp 5.000.000.000,00 

  2. Bertambah / (berkurang) ............... Rp (1.000.000.000,00) 
   Jumlah Belanja Tidak Terduga   

   Setelah Perubahan ......................... Rp 4.000.000.000,00 

      

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari 
 Jenis Belanja: 

 a. Belanja Pegawai Sejumlah   

  1. Semula .......................................... Rp 2.588.456.470,08 
  2. Bertambah / (berkurang) .............. Rp (2.496.506.470,08 

   Jumlah Belanja Pegawai Setelah   

   Perubahan .................................... Rp 91.950.000,00 
 

      



 b. Belanja Barang dan Jasa Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp 415.216.691.828,36 

  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp 65.181.825.614,54 
   Jumlah Belanja Barang dan Jasa   

   Setelah Perubahan ........................ Rp 480.398.517.442,90 

      

 c. Belanja Modal Sejumlah   
  1. Semula............................................ Rp 162.620.182.862,56 

  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp 40.667.933.614,10 

   Jumlah Belanja Modal Setelah   
   Perubahan ..................................... Rp 203.288.116.476,66 

      

      
Pasal 5 

 

(1)  Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari : 

 a. Penerimaan Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp 10.150.000.000,00 
  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp 100.133.780.071,33 

   Jumlah   Penerimaan   Setelah      

   Perubahan ..................................... Rp 110.283.780.071,33 

      
 b. Pengeluaran Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp - 

  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 
   Jumlah Pengeluaran Setelah   

   Perubahan ...................................... Rp - 

      
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari Jenis    

 Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari: 

 a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun   
  Anggaran Sebelumnya (SiLPA) Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp 10.150.000.000,00 

  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp 100.133.780.071,03 

   Jumlah Sisa Lebih Perhitungan   
   Anggaran Tahun Anggaran   

   Sebelumnya (SiLPA) Setelah   

   Perubahan ..................................... Rp 110.283.780.071,03 
      

 b. Pencairan Dana Cadangan Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp - 
  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 

   Jumlah Dana Cadangan Setelah   

   Perubahan ...................................... Rp - 
      

 c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang   

  Dipisahkan Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp - 
  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 

   Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan   

   Daerah yang Dipisahkan Setelah   
   Perubahan...................................... Rp - 

      

 d. Penerimaan Pinjaman Daerah Sejumlah   
  1. Semula............................................ Rp - 

  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 

   Jumlah Penerimaan Pinjaman    
   Daerah setelah Perubahan.............. Rp - 

      



 e. Penerimaan Kembali Pemberian   

  Pinjaman Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp - 
  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 

   Jumlah Penerimaan Kembali   

   Pemberian Pinjaman Setelah   

   Perubahan ...................................... Rp - 
      

 f. Penerimaan Piutang Daerah Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp - 
  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 

   Jumlah Penerimaan Piutang Daerah   

   Setelah Perubahan ......................... Rp - 
      

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

Pembiayaan: 
 a. Pembentukan Dana Cadangan Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp - 

  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 

   Jumlah Pembentukan Dana   
   Cadangan Setelah Perubahan ........ Rp - 

      

 b. Penyertaan Modal (Investasi)Pemerintah   
  Daerah Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp - 

  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 
   Jumlah Penyertaan Modal(Investasi)   

   Pemerintah Daerah setelah   

   Perubahan....................................... Rp - 
      

 c. Pembayaran Pokok Utang Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp - 

  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 
   Jumlah Pembayaran Pokok Utang   

   Setelah Perubahan ......................... Rp - 

      
 d. Pemberian Pinjaman Daerah Sejumlah   

  1. Semula............................................ Rp - 

  2. Bertambah/(berkurang).................. Rp - 
   Jumlah Pemberian Pinjaman   

   Daerah Setelah Perubahan ............. Rp - 

 

Pasal 6 
 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran 

I s.d IX, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 7 

 
Walikota Tanjungpinang menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai pelaksanaan 

operasional Perubahan APBD. 

 

 



BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang. 

 Ditetapkan di  Tanjungpinang 

 pada tanggal 7 OKTOBER 2019  

  WALIKOTA  TANJUNGPINANG, 

 

 

                SYAHRUL 

Diundangkan di Tanjungpinang 

pada tanggal 7 OKTOBER 2019 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG, 
         

 

 

TENGKU DAHLAN 

 

LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019 NOMOR 37 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG                

PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 5,46/2019 

 


